
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI 

NOMOR. 5,% SERI 

• 

Mengingat 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 5.B TAHUN 208 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERA 

TAHUN ANGGARAN 2007 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT BEKASI 

bahwa untuk melaksaaka ketertuan Pas.al 9 eraturan Dach 
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pertanggungiarwaban Pelakes.anaan 

Anggaran Pendapatan dan Be la nja  Daerah Tahun Anggaran 20O7, pet 
dtetapk.an Peraturan Bupati Bek.asi tentang Peniabaran 

Pertanggungawaban Pela.ks.anaan Anggaran Pendapatan dan Be gg nj  
Daerah Tahun Anggaran 20OT Sebagai rincian lebih layjut dart 
pertangungiaaban pelaksanaan anggaan pendapatan darn belanja 
daerah tahun at.ggaran 2097 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembertulee 
Daerah.daerah Kabupaten dalamn lingkungan Propinrsi Jawa Bargt 
(Berita Negara Tahun 1950)  

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi de 
Bangunan sebagairana telah diubah dengan Undang-undang Naro 
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62 Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nome.r 
3569 
• 

3. Undang-urdang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah darn 
Retribusi Daerah sebagairana telah dibah dengan Undang-unday 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republk Indon es ia  Tahun 
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik lrdone 
Nanor 404 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan % 

Atas Tanah da Bangunan (Lembaran Negara Republke Indonesg 
Tahun 1997 Noor 44, Tambahan Lembaran Negara Republk 
Indonesia Nnor 3688 

• Undang-Undarg Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bers.ih an Bebas dai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lents ttea f.Rae.lie .. 



• 

6. Undang-Undang Nomnor 17 Tahun 2003 tentag Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No0hoe 4 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom0r 4283 

7Undang-Unding Nomor 1 T%bun 2004 tentang Perbendahara 
Negara (Len baran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Noma 5 
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubk 
Indonesia Tahun 204 Nomor 53, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4389 

9. Undang-tJndang  Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pereriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tatun 2004 Nmot 66, Tamoahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nome 4400 

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sister Perencanag 
embangunan Nasional (Lerbaran Negara Republik done g 

Tahun 2004 Namnor 104, Tarbaha.n Lembaran Negara Republe 
Indonesia Nomor 4421) 

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pererintahe 
Daerah (Lembaran Negara Republike Indonesia Tatun 2004 No 

125, Tanbahan Lembaran Repubik Indonesia Negara Tahun 4437 
ebagaimanna telath diubah beberapa kali terak hir dengan Undang 
undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pererintaha Daeran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nmot SS 
Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanga 
Keuangan Atare Pererintahan Pusat dan Pererintah Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nmot 1pe 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4438 

13.Peraturan Pererintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan a 

Pengawas.an atars Penyelenggaraan Pererintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik tones.ia Tahun 2001 Nono 4 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4090 

, 14.Peraturan Pererintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lernbaran Negara Republik nones.is Tahun 2001 Nome $4g 
fambaha Lerbaran Negara Repubtk Indonesia Nmor 4138 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahu 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tatun 2001 Nome¢ 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 

16.Peraturan Permerintah Nome 24 Tahun 2004 tentang Kedudula 
Protokolet dan Keuangan Pirpinan dan Angota Dewan Perwakit 
Rakyat Daerah (Lemnbaran Negara Republik lndone s.ia  Tahu 200.4 
Nomor 90, Tabaha Lembaran Negara Republik Indon esia  Nace 
4540y 

17.Peraturan Pererintah Nomor 23 Tabun 200 tentang Pengelog e 
Keuangan Badan Lavanan Umum ( Lembaran Negara Repute 
Indonesia Tahun 2005 Nmot 48, Tarboahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) 

18.Peraturan emerintah Nomor S4 Tahu 2005 tentang Pinjam 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indore sia Tau 200 Noma 
--� - ' . 



- 

c 

19.Peraturan Pererintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik tndones.ia Tatu 2005 
Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republirk Indonesia Noe 
4575) 

20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sister 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nmor 138, Tambahan Lembaran Negara Republk 
Indonesia Nomor 4576 

21.Peraturan Pererintah Nomor S? Tahu 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) 

22.eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan 
Keuangan Daerah (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahu 2005 
Noor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia None 
4573) 

23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedome 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25. Tamnbaha.n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4585) 

24.Peraturan emerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapoeae 
Keuangan dan Kinerja Instasi Pererintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tatu 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Noor 4614 

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman.a telath diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalen Negeri Noor 59 Tun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomnor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

26.eraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001 tetang 
Visi dan Misi Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekgsi 
Tahun 2001 Nomor 15 Seri D); 

27peraturan Daerah Kabupaten Belasi Nomou 4 Taun 2004 tentae 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekkasi 
(Lembaran Daeah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Na0nor 3 Se p 

28.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 204 tent%¢ 
Rencana Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2009 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 5 Sei DJ 

29.Peraturan faerah Kabupaten Belkasi Nomor 1 Tahun 2007 tentan 
Pokok-pokok Pengelolaan Kuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Dekasi Tahun 2007 Nomor 1) 

30.Feraturan faerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahu 2007 tentarg 
nggaran F endapatan dan Bela/ja Daerah Tahun Anggaran 207 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Namnor 2); 

31.eraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nmor 15 Tahun 2007 tear.g 

Perbahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da er ah  Tahen 
Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 
Nomor 15 

32.Peraturan Bupat Bekasi Nomor 1A Tahun 20OT tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanija Daerah Tahun Anggaran 2007 

33.Feraturan Bupati Belkasi Nomor 14 Tahun 20OT tentang Penjabaran 
- %  

  



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATT BEKASI TENTANG PENJABARAN 
PERRANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN AN'GARAN 2007 

Pasat f 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2007 
1 Pendapatan 

a. Pendapatan As Daerah Rp 196.320 104.849.44 

b. Dana Perimbangan Ro. 798.411.987.466 00 
• Lain-lain Pendapatan As#i Daerah Rp 171.437 493.435.00 

2.Belanja 
a. Belanja Tidak langsung 

1) Belanja Pegawal 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sos%al 
6) Belanja Bagi Hasit 
7) Belanja Bantua Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pecawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Rp.1.166.189.585.750,44 

R. 355.546.086.957,00 
p. 73650.848 267.00 
Rp. 21,398.356.000,00 
Rp. 0.00 
Rp. 0.00 
Rp. 0.00 
Ro. 1.055.325.000.00 
R. 5448 175.000.00 

Ro. 457.098.791.224.00 

Rp. 71436 276.150,00 
Ro. 195.982.199.802.00 
Rp. 416.359.175.178.,00 

Ro. 683.777 651 130.00 

RD.1.140.876 442.354 00 

Ro. 25.293.143.396,44 

Jumlat Pedapatan 

R. 366.550.360.877.56 
Ro. 9.875.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 358.675 380.877 56 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 381.968 504.274 pp 

Pasal 2 

Ringkasan 'aporan realisasi anggaran sebagairana dimaksud dalam fas.al f tercatm 
dalam Lampirn I Peraturan Bupati Bekasi ii 

3. Pembiay aa 

a Peneriaan 
b. Pengeluaran 



Pasat 3 

Ringkasan lap0ran realisasi anggaran sbaaim.an.a in.asud dalamn as.al 1 dinini lebi.h 

lajut kedalam penijabaran lap0ran realisasi an99aran 

Pasal 4 

enjabaran laporan realisasi an9garan sbagamaa erCaturn dala as.al 3 tercanturn 
dalam Lampiran Al Peraturan Bupati Bekasi ini 

Pasal 5 

Lamnpiran sebagairana dimnaksud dalam as.al 2 dan  Pasal 4 merupakan bagian yang 
tidak terpisahka dati Pecaturan Bupati Bekasi ini 

Pas.al 6 

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai mulai berlaku pada tanggal ditetaplan 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupai Be 

ini dengan perempatanrya dalam Benita Daerah Kabupaten Bekasi 

Ditetapkan di Gekas 

pada tanggal 21 Juli 2008 

• 

BUPATT BEKASI 

ttd 

H SA'DUDDIN 
• 

Diundangkan di 

pada tang9al 

t R HERRY KOESAERIS 

BETTA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 20O8 NOMOR 


